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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini mengkaji bagaimana tanggungjawab hukum bagi aparatur sipil negara 
yang diduga turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 
atasanya dan bagaimana perlindungan hukumnya.  
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian 
yuridis normative dengan pendekatan: perundang-undangan (statute approach); 
pendekatan konsep (conceptual apprroach); pendekatan kasus (case approach); 
dan pendekatan Analisa (Analysis Approach).  
Dalam kasus yang diteliti, ASN bawahan harus menerima dan divonis bersalah 
karena melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat atasannya 
sesuai ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena turut serta 
sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP. 
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa ASN berhak atas 
perlindungan hukum, yang mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk 
memberikan perlindungan berupa bantuan hukum. Bantuan hukum bagi ASN, 
merupakan bentuk dukungan hukum yang diberikan kepada pegawai ASN terkait 
perkara yang mereka hadapi dalam pelaksanaan tugasnya. Bantuan hukum bukan 
berarti mereka dibebaskan dari hukuman, melainkan untuk memastikan bahwa hak-
hak ASN yang terlibat dalam masalah hukum telah terpenuhi dan bahwa mekanisme 
hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. 
ASN apabila mendapat perintah atasannya yang berpotensi menjadi permasalahan 
hukum korupsi, hendaknya berani menolak perintah atasannya tersebut supaya 
ASN tidak dibebankan tanggung jawab untuk menghadapi pidana korupsi yang 
terjadi. 
Sangat penting bagi ASN mengetahui dan memahami langkah-langkah, dan upaya 
hukum atau non hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh ASN bawahan agar 
terhindar dari proses hukum pidana dan dampak tindak pidana yang akan 
dialaminya. 
 
 
 
 
Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara (ASN), Tanggungjawab hukum, Perlindungan 
dan   Bantuan hukum, Tindak Pidana Korupsi, Turut Serta. 
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ABSTRACT 

 

 

This study examines the legal responsibility of state civil servants who are suspected 
of participating in corruption committed by their superiors and how their legal 
protection is. 
This study is a study using a normative legal research method with the following 
approaches: statute approach; conceptual approach; case approach; and analysis 
approach. 
In the case studied, subordinate ASN must accept and be found guilty of committing 
corruption committed by their superiors in accordance with the provisions of the 
Corruption Crime Law because they participated as referred to in Article 55 of the 
Criminal Code. 
Law Number 5 of 2014 concerning ASN states that ASN has the right to legal 
protection, which mandates the government's obligation to provide protection in the 
form of legal assistance. Legal assistance for ASN is a form of legal support 
provided to ASN employees related to cases they face in carrying out their duties. 
Legal assistance does not mean that they are exempt from punishment, but rather 
to ensure that the rights of ASN involved in legal problems have been fulfilled and 
that the legal mechanism is running in accordance with applicable regulations. 
ASN if they receive an order from their superior that has the potential to become a 
corruption law problem, they should dare to reject the order from their superior so 
that ASN is not burdened with the responsibility of facing the corruption crime that 
occurs. 
It is very important for ASN to know and understand the steps, and what legal or 
non-legal efforts can be taken by subordinate ASN to avoid the criminal law process 
and the impact of the criminal act that they will experience. 
 
 
 
Keywords: State Civil Apparatus (ASN), Legal responsibility, Legal protection and 
assistance, Corruption, Participation. 
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